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BAB III  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bagi pekerja wanita yang 

mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha untuk 

memperoleh kompensasi PHK telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasca Undang-Undang 

Cipta Kerja, Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

dan Undang Undang tentang Bantuan Hukum. Pendampingan yang diberikan 

oleh Pusat Bantuan Hukum Projotamansari dilakukan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan serta diberikan secara gratis bagi Pekerja, mulai dari tahap 

awal kedatangan pekerja untuk menyampaikan pengaduan, pemberian edukasi 

dan saran hukum terkait hak-hak normatif pekerja, pembuatan surat kuasa, 

hingga pendampingan dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang berjenjang, yaitu melalui perundingan bipartit, 

mediasi tripartit, dan litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial. 

Pelaksanaan bantuan hukum tersebut terbukti mampu membantu 

pekerja wanita memahami posisi hukumnya, mengidentifikasi bahwa 

pemutusan hubungan kerja yang dialami merupakan PHK sepihak, serta 

memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-

Undang Ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang meliputi 

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.  
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B. SARAN 

1. Bagi Pemerintah 

Khususnya melalui Dinas Ketenagakerjaan dan pengawas 

ketenagakerjaan, perlu meningkatkan upaya preventif dalam meminimalisir 

terjadinya PHK sepihak. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan fungsi 

pengawasan, peningkatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pekerja 

dan pengusaha, serta optimalisasi peran mediator agar proses tripartit dapat 

berjalan lebih efektif dan berorientasi pada penyelesaian yang adil. 

2. Bagi Pengusaha 

Pengusaha diharapkan untuk lebih memahami dan mematuhi 

ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait prosedur dan dasar 

hukum PHK serta kewajiban pemberian kompensasi. Pengusaha juga perlu 

menjunjung tinggi prinsip itikad baik dalam setiap tahapan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial guna mencegah eskalasi konflik hingga ke 

ranah litigasi. 

3. Bagi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja 

Pekerja/buruh diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman terhadap hak-hak normatif yang dimilikinya agar tidak mudah 

menerima perlakuan yang merugikan secara hukum. Serikat pekerja perlu 

terus memperkuat perannya dalam memberikan edukasi, pendampingan, 

serta dukungan moral kepada pekerja, khususnya pekerja perempuan, agar 

berani memperjuangkan hak-haknya dan dapat menjadi contoh bagi pekerja 

lain dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial. 
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4. Bagi Lembaga Bantuan Hukum 

Lembaga bantuan hukum, termasuk PBH Projotamansari, 

diharapkan dapat terus memperluas jangkauan pendampingan hukum bagi 

pekerja/buruh serta meningkatkan program edukasi hukum 

ketenagakerjaan. Penguatan kapasitas lembaga bantuan hukum akan 

berkontribusi pada terciptanya akses keadilan yang lebih luas bagi 

pekerja/buruh yang berada pada posisi rentan.
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Gambar 2. Dokumentasi bersama Narasumber 

 

 

 

 



105 

 

 
Gambar 3. Dokumentasi bersama Responden 
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